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1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai
posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan kenangan terutama
digunakan untuk mcmbandingkan rcalisasi pendapatan, bcelanja, transfer dan
pembiavaan dengan anggaran vang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu
menentukan ketaatannva terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi vang bermanfaat bagi para
pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan
ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

a.  Menvediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber dava
keuangan;

b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiaval seluruh pengeluaran;

¢.  Menvediakan informasi mengenai jumlah sumber dava ckonomi yang digunakan
dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil vang telah dicapai;

d.  Menyvediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun
Jangka panjang, termasuk vang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

f.  Menyvediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan,
apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan vang
dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan kenangan menvediakan informasi
mengenal sumber dan penggunaan sumber dava keuangan/ ekonomi, transfer,
pembiavaan, sisa lebih/ kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/
defisit-Laporan Opcrasional (LO), asct, kewajiban, ckuitas, dan arus kas suatu cntitas
pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Kcuangan Pemerintah Dacrah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022
disusun dengan berlandaskan pada:

a. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur,
dan Kota Bontang, scbagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
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b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

¢.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

d.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuvangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

f.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Dava Air;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kcuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dacrah; (Lembaran Negara Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

j. Pecraturan Pemcrintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kcuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dagrah;

k. Pcraturan Pemcrintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan perubahannya;

1. Peraturan Pemcrintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/
Kckayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemecrintah Dacrah Dalam
Rangka Pelaksanaan Otonomi Dagrah;

m. Peraturan Pemcrintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan:
(Lcmbaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);

n. Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Kceuangan dan
Kincrja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2006
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

0. Peraturan Pemcerintah Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pcrubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

p. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 3163);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

r.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
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28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

s.  Peraturan Pemcrintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Dacrah;

t.  Pecraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengclolaan Kcuangan
Dacrah;

u. Pecraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dckonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pencrapan
Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Dacrah scbagaimana tclah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

x. Pecraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akral;

y.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

z.  Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Malinau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah
Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah;

aa. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum scbagaimana tclah diubah tcrakhir dengan Pcraturan Dacrah
Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pcrubahan Kedua atas
Peraturan Dacrah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

bb. Pcraturan Dacrah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten
Malinau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dacrah Nomor
13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

cc. Peraturan Dacrah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022

dd. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

cc. Peraturan Bupati Malinau Nomor 180 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Malinau sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Malinan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Pcraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 180 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malinau.
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1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keunangan

Sistcmatika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah scbagai berikut:
I Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Ponyusunan Laporan Kouangan
1.3 Sistematika Pcnulisan Catatan atas Laporan Kcuangan
II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Kinerja APBD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kcebijakan Kcuangan
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
111 IKkhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Kcuangan Pemerintah Dacrah

3.2 Hambatan dan Kendala vang ada dalam pencapaian target yang tclah
ditctapkan

IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pclaporan Kcuangan Dacrah

4,2 Basis Akuntansi vang Mendasari Penvusunan Laporan Keuvangan
Pemcrintah Dacrah

4.3 Basis Pengukuran vang Mendasari Penvusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yvang ada dalam
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pemerintah Dagrah

V  Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5.1 Penjelasan atas Akun-Akun Laporan Realisasi APBD

3.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-
SAL)

Penjelasan atas Akun-Akun Neraca

[&1]
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h
=

Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

od
N

Pcnjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas

'
N

Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
6.1 Penctapan Manajemen Sclama Tahun Berjalan
6.2 Pergescran Anggaran

. ______________________________________________________________________________________________|
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PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022

(Dalam rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

6.3 Penerapan Kebijakan
6.4 Pengungkapan Lainnya

VII Penutup

. ____________________________________________________________________________________________|
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BAB 11
EKONOMI MAKROQO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro mcrupakan gambaran pcrubahan ckonomi vang mempengaruhi
masvarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat
bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam
mengalokasikan sumber dava ckonomi dan target pembangunan dacrah dalam
rangka meningkatkan ckonomi dan kescjahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi vang digunakan dalam penyusunan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada
indikator sosial ckonomi Pemerintah Dacrah Kabupaten Malinau Tahun 2022 atau
tahun scbelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau,
vaitu:

2.1.1

Tingkat Kemiskinan scbesar 6,64 %:

Tingkat Pengangguran Terbuka scbesar 3,30%:

Gini Ratio sebesar (0,.26%;

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72.73%:

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,.27%;

Tingkat Inflasi sebesar 4,74%:; dan

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)
sebesar 17.573,72 miliar rupiah™,

- ¥=Angka sangal sementara
Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan
adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita sctiap bulan untuk memenuhi standar
minimum kcbutuhan - kcbutuhan konsumsi pangan dan non pangan vang
dibutuhkan olch individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah
penduduk vang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah
garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota
periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanva berfokus
pada scbcrapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan
keparahan kemiskinan di wilavah-wilavah Indoncsia juga perlu mendapat
perhatian sckaligus pemahaman vang mcemadai dari pemcrintah. Kedalaman
kemiskinan, menggambarkan scberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin
dari garis kemiskinan. Scdangkan keparahan kemiskinan adalah scberapa jauh

jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilavah tertentu relatif terhadap

pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi
angkanya, makin parah kemiskinannya.
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PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Malinau

4 Kabupaten Malinau (%) 6,63 7,30 6,64 (0,66)
2 Kabupaten Malinau (Ribu Orang) 6,16 8,39 583 {(0,46)
3 Provinsi (%) 6.80 7.36 6,77 {0.59)
4. Nasional (%) 1019 9.71 9,57 {0.14)
5 Peringkat Provinsi 4 4 4 -
6. Peringkat Nasional 123 137 140 3

Sumber: Website BPS Kabupaien Malinarn

Persentase penduduk miskin Kabupaten Malinau pada Tahun 2021 sebesar 7,30%
turun scbesar 0,66%, di mana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin
menjadi 6,64%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Malinau masih di bawah
provinsi dan nasional, namun dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang
agar mendapat prioritas lebih untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Malinau

Tingkat  Kedalaman  Kemiskinan
1. | kabupaten Malinau 1.16 0.85 0.73 (0.12)
Tingkat Kedalaman Kemiskinan
2. Provinsi 0,34 0.87 0.89 0,02
3 Tlng_kat Kedalaman Kemiskinan 175 167 1,56 ©.11)
Nasional
4. Peringkat Provinsi 3 4 2 2)
S. Peringkat Nasional 208 110 86 (24)

Sumber: Website BPS Kobupaten AMalina:

Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Malinau pada Tahun 2022 sebesar
0,73 turun scbesar 0,12 poin dibandingkan dengan Tahun 2021 scbesar 0,85,

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Malinau

Tingkat Keparahan  Kemiskinan »
& Kabupaten Malinau 028 023 0.1 (0.12)
5 Tlng|.<at. Keparahan  Kemiskinan 017 0,48 0,19 0,01
Provinsi
Tingkat Keparahan Kemiskinan
3. | Nasional 047 0,42 0,38 {0,04)
4, Peringkat Provinsi 4 3 3 -
5. | Peringkat Nasional 366 162 52 (110)

Sumber: Website BPS Robupaten AMalina:

Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Malinau pada Tahun 2022 sebesar
0,11 turun sebesar 0,12 poin dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 00,23,
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2.1.2
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Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap

jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdin dari: (i) Mereka vang tidak

punva pekerjaan dan mencar pekerjaan. (1) Mereka vang tidak punva pekerjaan
dan mempersiapkan usaha. (ii1) Mcrcka yang tidak punva pckerjaan dan tidak
mencari pekerjaan, karcna merasa tidak mungkin mendapatkan pckerjaan, dan
(1v) Mereka vang sudah punva pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Malinau Tingkat Pengangguran
Terbuka Kabupaten Malinau Tahun 2022 adalah sebesar 3,3%, sebagaimana
dijelaskan Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau

Tingkat Pengangguran Terbuka '
Kabupaten Malinau (%)

2. | Tingkat Pengangguran Provinsi (%) 497 458 433 (0,25)
3. Tingkat Pengangguran Nasional (%) 7.07 6,49 5,86 ({0,63)
4, Peringkat Provinsi 4 4 2 2)

Sumber: Website BPS Kabupaten AMalina:

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malinau Tahun 2021 menurut data
BPS mcnunjukkan angka scbesar 4,14%, scdangkan Tingkat Pengangguran
Terbuka pada Tahun 2022 adalah scbesar 3,30% atau lcbih rendah 0,84%
dibandingkan dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2021,
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau di Tahun 2022 lebih rendah
dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara yvang
scbesar 4,33%.

Indeks Gini (Gini Ratio)

Indcks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk
menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat svatu negara atau
daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz,
vaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif vang membandingkan distribusi dari
suatu nilai pengcluaran konsumsi dengan distribusi #aiform (scragam) yang
mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indcks Gini berkisar antara 0
dan 1 di mana:

a. Indeks Ginm sama dengan O, menunjukkan distribusi pendapatan merata
sempuma/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian
pendapatan yang sama; dan

b. Indcks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak mcrata
mutlak/timpang, di mana bagian pendapatan hanva dinikmati satu golongan
tertentu saja.
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Sesuai dengan keterangan bahwa BPS Kabupaten Malinan tidak melakukan
survel pencapaian Indeks Gint Kabupaten Malinau sebab survei dilakukan hanva
BPS Provinsi Kalimantan Utara, scsuai data scbagaimana dijclaskan Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Malinau

15 Tingkat Kabupaten Malinau 0,29 0,30 0,26 {0.04)
2 Tingkat Provinsi 0,29 0,29 0.27 {0,02)
3. Tingkat Nasional 0,38 0,38 0,38 0,00

Sumber: Website BPS Kabupaien Malinarn

Pada Tahun 2022, Indeks Gini atau (7ini Rafio Kabupaten Malinau turun 0,04
poin scbesar 0,26 dari Tahun 2021 scbesar 0.30. Jika dibandingkan Provinsi
Kalimantan Utara scbesar 0,27, angka ini lebih rendah 0,01 poin.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur
keberhasilan dalam upava membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh
pendapatan, keschatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar vaitu
harapan hidup/umur panjang dan schat (¢ long and healthy life), pengetahuan
(knowledge), dan standar hidup lavak (decent siandart of living). Scsuai dengan
UNDP Indcks terscbut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a.  Rendah (< 60);

b. Sedang (60 <IPM < 70);

c¢. Tinggi (70 <IPM < 80 ); dan
d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Malinan Realisasi pencapaian IPM
Kabupaten Malinau Tahun 2022 adalah scbesar 72,75 poin dengan tetap kategori
tinggi scbagaimana dijclaskan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

1. | Kabupaten Malinau 71.94 72,32 72,75 0.43
2 Provinsi Kalimantan Utara 70.63 71,19 71,83 0.64
3. Indonesia/Nasional 71.94 7228 7291 0.62
4 Peringkat Provinsi 2 2 2 0,00
5. | Peringkat Nasional 172 134 163 9

Sumber: Website BES Kabupaten Malinaw

Rcalisasi pencapaian IPM Kabupaten Malinau dibandingkan Tahun 2021 vang
scbesar 72,32 poin, mengalami kenaikan scbesar 0,43 poin. Peningkatan IPM
terscbut discbabkan meningkatmya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau
dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan
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2.1.5

standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. AHH mencapai 71,30 tahun
pada Tahun 2022, lebih lama 0,01 tahun dibandingkan dengan mereka yvang lahir
pada tahun scbelumnya. Kemudian, RLS sclama 9.41 tahun dengan HLS scbesar
13,33 tahun. Scmentara, Standar hidup PNB per kapita per tahun scbesar
Rp10.304.000,00 atau meningkat sebesar Rp376.000,00 dibandingkan tahun
sebelumnya. IPM di Kabupaten Malinau pada Tahun 2022 berada pada urutan 2
dari 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dan berada pada urutan 163
untuk peringkat nasional (Indonesia) dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ¢konomi adalah salah satu indikator vang dapat digunakan untuk
mengevaluasi keberhasilan pembangunan ckonomi suatu wilayah. Pertumbuhan
ckonomi suatu wilayah menggambarkan scjauh mana aktivitas perckonomian
suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada
periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses
penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan
faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanva dengan adanya
pertumbuhan ckonomi diharapkan pendapatan masvarakat meningkat, scbab
masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ckonomi dihitung berdasarkan
PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau

Kabupaten - - —
] Malinau 7.807 .64 8.15964 8.589,06 -0.53 450 5.27
2 | Provinsi 6074621 | 6316297 | 6653439 | -1.00 398 534
Peringkat
3| Provinsi 4 2 1 1 1 3

Sumber: Website BPS K abupaten Malinau

R—Angka revisi

x—Angka sementaru

xx—Angka sungol sementara

Sclama kurun waktu Tahun 2020-2022 perckonomian Kabupaten Malinau
mengalami peningkatan rata-rata scbesar 63,19%. Pada periode Tahun 2020
pertumbuhan ckonomi Kabupaten Malinau turun di -0,53 namun pertumbuhan
perekonomian Kabupaten Malinau sebesar 4,50% di Tahun 2021 Talu bertumbuh
lagi scbesar 3,27% di 2022, Namun dalam skala provinsi laju pertumbuhan
Kabupaten Malinau turun mencmpati urutan 3 dari laju pertumbuhan kota atau
kabupaten lain dalam wilavah Provinsi Kalimantan Utara. Secara umum
meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau salah satunva
disebabkan bergairahnyva kembali kegiatan perekonomian sejalan menurunnya
Covid-19.
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2.1.6

2.1.7

Inflasi

Sclain ditinjau dari pertumbuhan ckonomi, perckonomian Kabupaten Malinau
dapat dilihat melalui tingkat Inflasi vang terjadi. Inflasi merupakan salah satu
indikator ekonomi vang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok
vang menyangkut kcbutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi
mcrupakan gejala buruk bagi suatu perckonomian namun apabila besaran Inflasi
dapat dikendalikan melalui berbagail kebijakan harga serta distribusi barang dan
jasa maka Inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan
sifatnva Inflasi terbagi 4 katcgori yang mcliputi, (i) Inflasi Ringan (Creeping
Inflaiion) Inflasi Ringan ditandai dengan peningkatan Laju Inflasi yang tergolong
rendah. Biasanya, persentasenva pun hanva kurang dari 10% dalam satu tahun;
(1) Inflasi Sedang (Galloping Inflation) Inflasi ni sedikit lebih tinggi
dibandingkan Inflasi ringan. Lajunva berkisar antara 10-30% setahun; (ii1) Inflasi
Berat (High Inflation) kategori Inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup
hitungan mulai dari 30-100% sctahun. Pada tingkat ini, harga kcbutuhan
masyarakat naik sccara signifikan dan sulit dikendalikan; dan (iv) Hiperinflasi
(Hyper Inflation) Jenis Inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi
secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Scsuai dengan data pada BPS Kabupaten Malinau tidak melakukan survei untuk
Tingkat Inflasi Kabupaten Malinau, sebab surver Inflasi hanva dilakukan di
tingkat Kota sehingga data vang digunakan adalah Provinsi Kalimantan Utara,
Kota Tarakan dan Tanjung Sclor. Untuk Inflasi Tahun 2022 dengan nilai scbesar
4.74% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.8,

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Malinau

| Tingkat Inflasi Kabupaten A

1 Malinau/Tarakan (%) 2,83 598 L
2. Tingkat Inflasi Provinsi (%) 1.32 2,73 474 20
3. Tingkat Inflasi Nasional (%) 1,68 1,87 5:51 3,64

Sumber: Website BPN Provinsi Kalimantan Tara

Tingkat Inflasi di Kabupaten Malinau di Tahun 2022 menggunakan tingkat
Inflasi Kota Tarakan scbagai data rcpresentatif menunjukkan angka scbesar
3,93%. Tingkat Inflasi ini lcbih tinggi scbesar 1,10% dibandingkan pada Tahun
2021 vang scbesar 2,83%. Di Tahun 2022, Inflasi Kabupaten Malinau masih
lebih rendah 1,58% dibandingkan tingkat Inflasi Nasional.

Struktur Perekonomian Kabupaten Malinau

Struktur perckonomian Kabupaten Malinau dalam menunjang PDRB  dapat
dilihat pada Tabel 2.9.
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Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

1. Pertanian, Kehutanan, dan perikanan 1.277,08 141482 1.513,78

2. Pertambangan dan Penggalian 5.375.48 6.554,01 10.772,28

3. Industri Pengolahan 289,04 314,26 340,42

4. Pengadaan Listrik dan Gas 4,47 462 5.21
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampabh,

5. 8,53 9,68 10,34
Limbah, dan Daur Ulang

6. Konstruksi 1.909,84 200788 2.051,01
Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi

7. 491,41 572,84 658,35
Mobil dan Sepeda Motor

8. | Transportasi dan Pergudangan 347,26 368,14 422,25
Penyediaan Akomodasi dan Makan

8. 204,20 246.29 292,68
Minurn

10. | Informasi dan Komunikasi 40,21 47.74 54,67

11. | Jasa Keuangan 24 52 29,12 34,54

12. | Real Estate 26189 29,46 32,39

13. | Jasa Perusahaan 17,25 19,28 21,61
Administrasi Pemerintahan,

14. 713,20 760,18 836,55
Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib

15. | Jasa Pendidikan 258,03 285,73 320,67

16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 159,24 184,01 193,84

17. | Jasa Lainnya 892 10,62 12,13
Produk Domestik Regional Bruto

18. 11.155.87 12.858,77 17.573,72
(PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto tanpa

19. ] 11.151.40 12.854,15 17.568,51
Migas

20. | PDRB Provinsi 100.423,21 110.668,94 138.718,18

21. | PDRB Nasional 15.443.353,20 | 16.976.680,80 | 18.588.445 60

22. | Peringkat Provinsi 4 4 3

Swimber: Website BES Kabupaten Malina

R—Aneka revisi

x—Angha sementary

xx—Aneka sangat sememara

PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Malinau
pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sccara signifikan dibandingkan tahun
2021 menjadi 17.573,72 miliar rupiah. Kenaikan tertinggi terjadi pada Lapangan
Usaha Pertambangan dan Penggalian serta Penyedia Akomodasi dan Makanan
Minuman seperti Hotel dan Restoran/ Rumah Makan. Hal tersebut sejalan dengan
mulal melonggamya peraturan terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB)
sclama pandemi Covid—19, schingga acara—acara besar yang scbelumnya dilarang

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022 26 N&,
=



selama tahun 2020, dapat dilaksanakan mulai pada tahun 2021 dan 2022. Hal
tersebut juga mengakibatkan lonjakan pada jumlah wisatawan vang berkunjung di
Kabupatcn Malinau scrta lebih menggeliatnva kembali scluruh scktor lapangan
usaha.

2.2 Kebijakan Keuangan

Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi dacrah dan pengaturan sumber
dayva nasional. Pembangunan tersebut telah memberikan kesempatan bagi
peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyvarakat Kabupaten Malinan secara berkeadilan dan bermanfaat menuju
masyarakat madani dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi,
partisipasi dan akuntabilitas.

Perimbangan Keuvangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, mecrupakan sub sistcm
keuangan ncgara scbagai konsckuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan
Pemcrintah Dacrah. Pemberian sumber keuangan ncgara kepada Pemerintah Dacrah,
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penverahan tugas oleh
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Kevangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah merupakan sistem vang menveluruh mengenai pendanaan
dalam pclaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pendanaan
tersebut menganut prinsip money follows functions, vang mengandung makna bahwa
pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan vang menjadi kewajiban dan tanggung
Jjawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup
pembagian kevangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara
proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi,
kondisi dan kcbutuhan dacrah.

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama, vaitu fungsi distribusi,
fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi
dilaksanakan olch Pemerintah Pusat, scdangkan fungsi alokasi olch Pemcrintah
Dacrah, yang lcbih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat sctempat.

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana sccara cfisien dan
cfektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianva pendanaan
pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan
pemcrintah  vang menjadi kewenangan dacrah dibiavai dari APBD, scdangkan
penyvelenggaraan kewenangan pemerintah vang menjadi tanggung jawab Pemerintah
Pusat dibiavai dart APBN, Selain 1tn, agar keuangan Pemerintah Daerah dapat
dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan perencanaan keuangan dengan selalu
menggall potensi pendapatan daerah juga melakukan efisiensi belanja serta
mengembangkan sumber pembiavaan.

Pada Tahun 2010, Pemerintah menyelenggarakan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan
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kualitas pertanggungjawaban kinerja. Perubahan vang sangat nvata dan SAP
sebelumnya vang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20035 adalah
diwajibkannva penggunaan akuntansi berbasis akrual olch Pemecrintah, termasuk
pemerintah dacrah, dari yang scbelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas
menuju akmal (cash to accrual).

Tahun 2021 mecrupakan masa transisi peralihan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 dan Pcrmendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mencabut Permendagri 13
Tahun 2005 sccara menycluruh berikut peraturan pendukungnya sampai dengan
Pcraturan Dacrah dan Peraturan Kepala Dacrah Kabupaten Malinau. Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kenangan Daerah
telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2022 namun peraturan kepala daerah
masih dalam proses maka di Tahun 2022 ini sechingga Pemerintah Kabupaten
Malinau mengacu pada aturan lebih tinggi vang berlaku.

2.2.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Dacrah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pencrimaan
daerah vang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan
Lain-lain Pendapatan vang sah, serta hasil penjualan Kekavaan Daerah yang
dipisahkan. Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau
diarahkan pada:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah,
hasil Rectribusi Dacrah, Hasil Pengelolaan Kcekavaan Dacrah  vang
Dipisahkan, dan Lain-lain PAD vang Sah, vang scmua itu mcrupakan
keleluasaan dacrah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi
daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam rangka mcningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan
dacrah, Pemerintah Kabupaten Malinau terus berupava meningkatkan PAD
melalui penggalian sumber-sumber penerimaan melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi obyek pendapatan vang ada dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundangan vang berlaku.

Optimalisasi PAD melalu intensifikasi pajak daerah dapat dilakukan antara
lain:

1. Pajak Rcklame, melalui updating jumlah perusahaan dan pengukuran di
lapangan bagi papan nama/rcklamc dan menghitung/menyvesuaikan
kembali besaran  kewajiban  membavar pajak  rcklame  kepada
pemerintah daerah;

2. Pajak Pencrangan Jalan, dengan cara memasukkan penggunaan listrik
non-Perusahaan Listrik Negara (perorangan maupun listrik perusahaan)
menjadi obyvek Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU);

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022 28 NM(
Bl



(]

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, potensi
pendapatan dapat ditingkatkan melalui inventarisasi potensi Bahan
Galian Golongan C scperti pasir, batu koral, andcsit, batu gunung, tanah
urug dan proyck dacrah; dan

4. Pajak Pcndaftaran Pcrusahaan, masih dapat dioptimalkan dengan cara
mengenakan ketentuan pendaftaran ulang perusahaan khususnya bagi
perusahaan vang melakukan kegiatan di Kabupaten Malinau baik bagi
perusahaan yang berstatus kantor pusat, kantor induk, kantor cabang
maupun kantor perwakilan.

Selain dan Pajak Daerah, untuk meningkatkan PAD kreativitas untuk
memperluas cakupan pungutan pada jenis-jenis rctribusi lainnva perlu
dilakukan, di samping intensifikasi pcmungutan terhadap retribusi vang ada.

Optimalisasi PAD melalui intensifikasi retribusi, vang dapat digali oleh
Pemerintah Dacrah Kabupaten Malinau, antara lain:

1. Retribusi Kebersihan, masih dapat dioptimalkan dengan cara
memperbaiki sistem penarikannya, vaitu melalui pembavaran rekening
listrik atau air bersih vang besarannya discsuaikan;

2. Retribusi Penggantian Biayva Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dapat
ditingkatkan melalui  penyuluhan-penyuluhan  kepada masvarakat
sampai ke level desa;

3. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, obvck ini dapat ditingkatkan
dengan cara menginventarisi scluruh jumlah kendaraan bermotor (roda
4dan  roda 2) dan mengenakan retribusi parkir pada saat pengurusan/
pembaharuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) vang diimbangi
dengan peningkatan fasilitas parkir;

4. Retribusi Pelavanan Pelabuhan dan Bandar Udara, mengoptimalkannya
dengan peningkatan fasilitas pelabuhan beserta sarana dan
prasarananya;

Lh

Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah dapat dioptimalkan dengan
peningkatan harga/tarif vang wajar bagi pemakaian kekavaan daerah,
seperti sewa gedung milik pemerintah, tanah, rumah dinas, petak kios
pasar, kendaraan dan alat berat: dan

6. Retribusit Izin Mendirikan Bangunan (IMB), melalui peninjanan
lapangan untuk memperbaharui ulang bangunan dan penggunaannva
(tempat tinggal, usaha pertokoan, kantor perusahaan, dan usaha
lainnya).

Selain dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD dapat ditingkatkan
melalui optimalisasi  pendapatan vang berasal dart Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah vang Dipisahkan.
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Penerimaan PAD vang berasal dan Hasil Pengelolaan Kekavaan Daerah
vang Dipisahkan, dikontribusi oleh pendapatan dari Bank Pembangunan
Dacrah (BPD), Pcrusahaan Dacrah Air Minum (PDAM). dan Pcrusahaan
Dacrah Intimung yang tclah mclakukan kcgiatan operasional scjak tahun
2003, Sumber pendapatan dari BUMD vang terbesar diperoleh dari bagian
laba/deviden BPD Kalimantan Timur, optimalisasi pendapatan dari Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah vang dipisahkan, dilakukan terhadap:

1. PDAM Kabupaten Malinau sangat dimungkinkan karcna jumlah
pelanggan cukup besar dan bertambah sctiap tahunnya, asalkan
beroperasi lebih cfisicn dengan mencrapkan prinsip-prinsip pengelolaan
perusahaan komersial; dan

2. Pecrusahaan Dacrah Intimung diharapkan lcbih kreatif dalam
mengembangkan usahanya.

Schingga ke depannya kedua BUMD terscbut di atas akan berperan scbagai
ujung tombak dalam memberikan kontribusi terhadap PAD dan tidak
membebani Keuangan Pemerintah Dacrah.

b. Peningkatan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah vang bersumber dan
APBN vang terdiri dart Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana
Alokasi Khusus. Dana Perimbangan selain untuk membantu Pemerintah
Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertuyjuan untuk mengurangi
ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta
untuk mengurangi kesenjangan antar pemerintah dacrah.

Sampal saat inl peranan Dana Perimbangan terhadap struktur pendapatan
Pemerintah Kabupaten Malinau relatif jauh lebih besar jika dibandingkan
dengan sumbcer-sumber pendapatan lainnya. Dengan kata lain, sumber-
sumber pembiavaan tugas-tugas rutin dan pembangunan vang berlangsung di
Kabupaten Malinau berasal dan tergantung dari dana Pemerintah Pusat.
Langkah antisipasi apabila suatu saat nanti dana perimbangan semakin kecil
bahkan tidak ada lagi maka Pemerintah Daerah tentunva harus tetap
berupava untuk menciptakan kemandirian mclalui peningkatan kemampuan
pengclolaan kcuangan dacrah dan manajemen pemerintahan.

¢. Peningkatan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Sumber-sumber Pendapatan Lain-lain Yang Sah memiliki potensi untuk
ditingkatkan, antara lain adalah pencrimaan dari penyvewaan asct Pemerintah
Dacrah dan pencrimaan lain yang tidak termasuk dalam pencrimaan Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah. Potensi tersebut vang masih bisa ditingkatkan
antara lain sektor pariwisata, perluasan lahan pertanian, penggemukan sapi,
hasil kebun percontohan, dan penjualan besi tua.
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2.2.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Pada cra sckarang ini, pengelolaan belanja dacrah dan sctiap aktivitas pemerintah
perlu disajikan secara transparan dan akuntabel. Perspektif perubahan vang
diinginkan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam pengelolaan keuangan daerah
pada umumnya dan bclanja dacrah pada khususnva dalam lima tahun ke
depannva adalah scbagai berikut:

a. Pengclolaan kcuangan dacrah dilaksanakan atas dasar tiga pilar utama, yaitu
transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Hal ini terlihat dengan
pengalokasian anggaran vang berbasis kinerja dan mengacu pada peraturan
perundangan vang berlaku;

b. Kejelasan tentang misi pengelolaan belanja daerah;

c. Penycsuaian kerangka hukum dan administrasi pengelolaan keuangan dacrah
dengan perubahan peraturan perundangan yang berlaku schingga tercipta
sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah dengan pembangunan daerah;

d. Terscdianya ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran
kincrja dan anggaran multi tahunan;

o

Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dacrah yang lebih profesional:

f.  Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan dan akuntan publik
dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kincrja anggaran, dan
transparansi informasi anggaran kepada publik;

g¢. Pcmbinaan dan pengawasan, berperannva asosiasi dan anggota masyarakat
guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah dacrah; dan

h. Pengembangan penvelenggaraan sistem informasi keuangan dacrah melalui
tcknologi informasi untuk menunjang jalannva pemerintah yang terpadu dan
menycderhanakan akses antar unit kerja.

Berdasarkan hal terscbut di atas, APBD yang mcrupakan manifcstasi pengelolaan
belanja dacrah adalah merupakan rencana kcuangan tahunan dacrah dalam
pclaksanaan kegiatan Pemerintah Dacrah, terutama kegiatan vang berkaitan
pelaksanaan tugas desentralisasi.

Dalam pengelolaan belanja dacrah haruslah ditckankan pada semangat (1)
meningkatkan pelayvanan dan kesejahteraan masvarakat, sehingga kuantitas dan
kualitas pelavanan dan kesejahteraan 1tu terus semakin baik; (2) mengembangkan
kchidupan demokratis, berkeadilan dan pemcrataan; (3) memeclihara hubungan
vang serasi dengan pemerintah pusat dalam rangka menjaga Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Namun dalam perkembangannva di awal pelaksanaan anggaran tahun 2020
terjadi suatu kondisi vaitu pandemi Covid—19 vang dirasakan secara global
termasuk Indonesia sehingga memaksa Pemerintah mulai tingkat pusat, provinsi,
kabupaten hingga desa merefocusing anggaran awal untuk dialokasikan ke
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penanganan Covid—19 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2020.

Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Sciring dengan pelaksanaan otonomi dacrah di cra reformasi ini, diharapkan
dapat menjadi spirit bagi Pemerintah Daerah untuk aktif dan membenahi dirn
dengan melaksanakan pembangunan baik pembangunan fisik maupun sumber
daya manusia.

Dalam mclaksanakan pembangunan terscbut tentunva dibutubkan dana
pembangunan vang tidak scdikit, scdangkan di sisi lain Pemerintah Dacrah hanya
memiliki dana yang terbatas. Olch karena itu, diperlukan alteratif lain scbagai
sumber pembiayaan pembangunan daerah agar program pembangunan vang telah
direncanakan dapat terlaksana, baik melalui pinjaman daerah maupun obligasi
daerah.

Agar pinjaman tersebut tidak membawa dampak negatif terhadap kestabilan
eckonomi makro dalam jangka pendek dan jangka menengah di Kabupaten
Malinau, maka perlu dikendalikan serta dalam pelaksanaannva harus hati-hati,
misalnva: (1) syarat pinjaman hendaknva dengan bunga lunak dan ada masa
tenggang: (2) tujuan pinjaman hendaknva benar-benar digunakan untuk kegiatan
vang benar-benar sangat prioritas dan mendesak: (3) tata cara peminjaman tidak
berbelit-belit sehingga tidak mengakibatkan biava tinggi dan tidak merugikan: (4)
tidak mempunyai persyaratan politik; dan (5) mcemerlukan pengawasan yang
cfektif dan cfisien.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

231

Pencapaian Kinerja Organisasi

Tugas-tugas umum pemerintahan vang berupa pelavanan publik belum dapat
ditctapkan indikator keberhasilannva, mengingat Standar Pelayanan Minimum
(SPM) yang menjadi acuan pembuatan indikator pada umumnya masih dalam
proscs penyusunan, schingga capaian kincrja yang dapat dilaporkan cendcrung
lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah
membawa manfaat bagi masvarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya,
dengan indikator kinerja vang ditetapkan sccara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesnal mekanisme perhitungan pencapaian kinerja vang
diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesual dengan
sasaran dan tujuan vang tclah ditctapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian
sistematik vang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja
berupa indikator masukan, kecluaran dan hasil. Scbagian lagi berupa indikator
hasil yang lcbih tinggi (u/iimate ouicomes) dan indikator bewefii. Scdangkan
indikator dampak sccara umum baru tcrbatas pada identifikasi untuk meclihat
keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengumpulan data
kineja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau belum  sepenuhnya
terbangun,
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah penuh,

kecuali disebutkan lain)

Pengukuran kinerja vang dilakukan mencakup:

a.

Metode Penyvimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Kincrja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing
kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan
formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK); dan

Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari
masing-masing indikator sasaran vang telah ditetapkan, sebagaimana telah
dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat
pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan
dan indikator makro vang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran
pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian
Sasaran (PPS).

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing
indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan

dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:
L
2.
3.

4,

N> 85% Sangat Berhasil
70% <N <85% : Berhasil

33% <N <70% : Cukup Berhasil
N <33% Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat
pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022 dapat
dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Organisasi

Meningkatnya Kualitas ) )
Angka usia harapan hidup
Kesehatan 71,84 71,50 98,38%
{Tahun)
Masyarakat
Meningkatnya
Kesempatan Angka Rata-rata lama
9,50 9.4 89,05%
Pendidikan sekolah (Tahun)
Masyarakat
Meningkatnya Daya Pengeluaran per kapita 10.150,
i r Y 2 £ P 10.103,00 | 101,51%
Beli Masyarakat {Ribu Rupiah) 00
Terciptanya Angka Kriminalitas (%) 058 0,09 184%
Kehidupan Yang
Aman. Tenteram Dan Indeks Risiko Bencana
Harmonis Dan Serta (Poin) 124,40 155,85 125,28%
Bebas Bencana
Meningkatnya Indeks Pembangunan 83,36 82,00 88,36%
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PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Bera

(Dalam Rupiah penuh, ke

kesetaraan gender

uali disebutkan lain)

Gender {Poin)

hir Tanggal 31 Desember 2022

Mantapnya Kehidupan

Indeks Kerukunan

) 79,25 - -
& Keagamaan Serta Beragama (Poin)
' Karakter Dan Budaya Indeks Pembangunan Tt
Masyarakat Kebudayaan {Poin) '
Meningkatnya
produktivitas sektor-
. sektor ekonomi primer | Kontribusi Pertanian 480
" | berorientasi pada Terhadap PDRB (%) :
potensi dan
karakteristik lokal
Meningkatnya Nilai Kontribusi Industri,
Tambah Sektor Perdagangan Dan Jasa 2,70 - -
Industri, Terhadap PDRB (%)
4 Perdagangan, Jasa
" | Dan Pariwisata Yang
) . Kontribusi Pariwisata
Berorientasi Pada 1,84 - -
Terhadap PDRB (%)
Potensi Dan
Karakteristik Wilayah
Persentase Koperasi
Meningkatnya ) .
Peningkatan Berkualitas 70,00 - -
Pertumbuhan
: (%)
9. Koperasi Serta Usaha
) ) Persentase Peningkatan
Kecil dan Mikro Yang
;s Usaha Mikro Dan Kegil 70,60 - -
Berkualitas
(%)
Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan
10. 73,65 - -
Ketahanan Pangan {IKP) (Poin)
Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran
1. Y . S 9angg 414 3,30 120,28%
Pengangguran Terbuka (%)
- Meningkatnya Nilai Investasi Daerah (Rp 80.500.0
" | Investasi Daerah Milyar) 00.000
Persentase Panjang Jalan
50,00 12,16 24.32%
Dalam Kondisi Mantap (%)
Persentase Pemukiman
77,00 81,16 105,41%
Meningkatnya Kualitas | Yang Layak (%)
Dan Akses Rasio Rumah Layak Huni
. 1:1,074 1:1,15 29,41%
13. Infrastruktur Yang {Rasio)
Benwawasan Persentase Desa Yang
Lingkungan Terhubung Dengan Moda 65,00 94,00 11461%
Transportasi {%)
Persentase Penduduk
67,00 78,83% 117,66%

Berakses Air Minum (%)
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PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Bera

(Dalam Rupiah penuh, ke

uali disebutkan lain)

hir Tanggal 31 Desember 2022

Persentase Irigasi
Kabupaten Yang 28,01 23,87 85.20%
Berfungsi (%)
Meningkatnya
Layanan Teknologi Persentase Desa Yang
14. | Informasi Yang Terlayani Telekomunikasi 96,33 - -
Membuka (%)
Keterisoliran Daerah
Indeks Kualitas Tutupan
Lahan (Nilai Angka 0 — 100,00 100,00 100,00%
100)
Meningkatnya Kualitas - .
15. ; Indeks Kualitas Air (Nilai
Lahan, Air Dan Udara 53,65 62.38 116,27%
Angka 0 - 100)
Indeks Kualitas Udara
o 91,25 95,20 104,33
{Nilai Angka 0 — 100)
Meningkatnya Nilai SAKIP 64,20 60,02 93,48
16. | Akuntabilitas Kinerja
Pemetintah Nilai LPPD 2.930,00 - -
Terselenggaranya
Pemerintahan Yang i
17. Opini BPK WTP WTP 100,00%
bersih dan bebas dari
KKN
Meningkatnya Persentase PAD
18. Kemandirian Terhadap Pendapatan 5,00 460 92.00%
Keuangan Daerah Daerah (%)
Meningkatnya Kualitas | Indeks Kepuasan
19. ] = = 81,00 80.71 89.64%
Pelayanan Publik Masyarakat (Nilai)
Meningkatnya
Penyelenggaraan Persentase Peningkatan
20. o 13,76 13,76 100,00%
Pembangunan Status Desa Mandiri (%)
Berbasis Desa
Ker. s Data sebelum di revin
Sumber . Laporan Kinerja Instansi Pemeriviah Kabupaten Malinaw Tahnn 2022, Bagian Organisasi Setlab

Malinau

2.3.2 Pencapaian Kinerja Keuangan

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pelavanan umum maupun
pelavanan kepada aparatur telah dianggarkan belanja daerah seperti tertuang
dalam APBD Tahun 2022. Dari anggaran belanja yang dialokasikan, maka dapat
dilihat kincrja capaian kcuangan Pemcrintah Kabupaten Malinau dengan rincian
pada Tabel 2.11.
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Tabel 2.11 Alokasi Anggaran Menurut Urusan pada Unit Kerja

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022

PELAYANAN UMUM 704.102.419.246,00 | 588.099.549.290,54 | (116.002.869.95546) | 83,52
Pangan 5.573.235.048,00 5.054.231.969,00 (519.003.079.00) | 90.69
Komunikasi dan Informatika 7.452.078.559,00 6.538.628.640,00 (913.449.919,00) | 87.74
Administrasi Pemerintahan 151 498 485 017,00 | 133.499.840.235.00 | (17.998644.782,00) | 88,12
Pengawasan 12.308.400.826,00 |  10.314.588.500.00 | (1.993.812317,00) | 83,80
Perencanaan 11.512.777.659.00 |  10.116.524.350.00 |  (1.396.253.300,00) | 87.87
Keuangan 398.456.004.177,00 | 316.880.070.37854 | (81.575933.798,46) | 79,53
Kepegawaian 9.858.015.458,00 8.750.936.10500 |  (1.107.079.353,00) | 88,77
Pendidikan dan Pelatihan 1.345.315.000,00 730.893.631,00 (614.421.369,00) | 54,33
Sekretariat DPRD 56.302.419 40500 |  50.761.91570900 | (5540503 696,00) | 90,16
gew"ayaha” - Administrasi 49.795.688.007,00 |  45.451.919.75500 |  (4.343.768.342,00) | 91,28
emerintahan

&E;ﬁiﬂiﬁ” DAN 55.641.505.721,00 |  51.821.910.744,00 | (3.819.594.977,00) | 93,14
Ketenteraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan 46.430.748.858.00 | 4366156066400 | (2.778.188.194,00) | 94,02
Masyarakat

Pengelola Perbatasan Daerah 3710.611.501,00 3189 769.951,00 (520.841.550,00) | 85,96
Kesatuan Bangsa dan Politik 5.491 145 362,00 4.970 580.129,00 (520.565.233,00) | 90,52
EKONOMI 71.005.983.948,00 |  62.629.840.905,00 |  (8.376.143.043,00) | 88,20
Tenaga Kerja 5.371.109.269,00 4.930.949.541,00 (440.159.728,00) | 91.81
Bngerda"aa” Masyaraial 16.760.886.871,00 |  14615307.20000 | (2.154579.671,00) | 87,15
Perhubungan 9.985.410.311,00 8.729.393.666,00 |  (1.256.016.645,00) | 87.42
mﬂir:;;husaha sl daiy 3.449 235.426,00 3.190.160.963,00 (259.074.463,00) | 92,49
Penanaman Modal 4.661.655.928,00 4244787 973,00 (416.867.955,00) | 91,06
Kelautan dan Perikanan 5.056.503.146,00 4.560.505.737,00 (495.997.409,00) | 90,19
Pertanian 12230.004.587,00 |  10.654.402.96400 | (1.585501.623,00) | 87,05
Perdagangan 9.636.939.060,00 8.062.602.364,00 |  (1.574.336.696,00) | 83,66
Perindustrian 3.835.339.350,00 3.641.730.497,00 (193.608.853,00) | 94.95
LINGKUNGAN HIDUP 25.417.667.455,00 |  16.150.162.270,00 |  (9.267.505.185,00) | 63,54
Lingkungan Hidup 25.417.667.45500 |  16.150.162.27000 | (9.267 505.185,00) | 6354
iﬁthmnguNm?ﬁnN 159.755.768.660,00 | 145.902.717.719,00 | (13.853.050.941,00) | 91,33
gzx:‘:::#gﬁg’ Kian 169.755.768.660,00 | 145.902.717.719.00 | (13.853.050.941.00) | 91.33
KESEHATAN 218.850.855.776,00 | 201.484.301.516,00 | (17.366.554.260,00) | 92,06
Kesehatan 216.847.644.476.00 | 200204251 800,00 | (16.553392.676,00) | 92,37
Ezmiiggag::’eﬁfa“s:d”k dan 2.003.211.300,00 1.180.049.716,00 (813.161.584,00) | 59,41
PARIWISATA DAN BUDAYA 6.557.662.576,00 5.837.091.333,00 (720.571.243,00) | 89,01
Kebudayaan 5.944.664.076,00 5.373.952.582,00 (570.711.494,00) | 90,40
Pariwisata 612 998 500,00 463.138.751 00 (149,859 749,00) | 7555
PENDIDIKAN 322.468.321.570,00 | 271.819.293.430,00 | (50.649.028.140,00) | 84,29
Pendidikan 294.430.203.982,00 | 247.082.507.081,00 | (47.347.696.901,00) | 83,92

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kepermudaan dan Olah Raga 2320000917400 | 2046629288300 | (2.755716.291,00) | 88,13
Perpustakaan 4.816.018 414,00 4270 403.466,00 (545.614.948,00) | 88,67
PERLINDUNGAN SOSIAL 11.604.302.550,00 |  10.557.409.002,00 |  {1.046.893.548,00) | 90,98
Sosial 410.000 000,00 408 677 044 00 (1.322.956,00) | 99,68
Pembemiaysan Perémgauan 5.701.318 947,00 5.006 392.948 00 (604.925.999,00) | 89,39
dan Perlindungan Anak

er’]"g‘a‘i‘;as‘ Kependudulan 5.492 983 603,00 5.052 339.010,00 (440.644593,00) | 91,98
JUMLAH 1.575.404.487.502,00 | 1.354.302.276.209,54 | (221.102.211.292,46) | 85,97

Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 diperolch rcalisasi scbesar Rpl.354.
302.276.209,54 dari total anggaran scbesar Rpl.575.404.487.502,00. Dari
anggaran tcrscbut yang dialokasikan untuk dukungan Program Pencegahan
danfatau Penanganan Covid-19 Tahun 2022 Kabupaten Malinau adalah sebesar
Rp539.928.418.914.00 dengan realisasi sebesar Rp31.108.606.698.00 atau
85,28%, berikut rincian alokasi untuk Bidang Kesehatan  sebesar
Rp8.578.223.378,00 dengan realisasi scbesar Rp4.322.679.120,00 atau 50,39%,
dan alokasi untuk Penanganan Dampak Ekonomi scbesar Rp20.553.699.536,00
dengan realisasi sebesar Rp18.142.272 952 00 atan 88,27%, serta alokasi untuk

Bantnan  Sosial  Safery  Net/laringan  Pengamanan  Sosial  sebesar
Rp30.796.496.000,00 dengan realisasi  scbesar  Rp28.643.634.626,00  atau
93.01%.

_— - ’ -  —— -
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{Dalam Rupiah

BAB III

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang BerakhirTanggal 31 Desember 2022
penuh, kecuali disebutkan lain)

IKHTISAR PENCAPAIAN
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau
scsuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2022 adalah scbagai
berikut.

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PENDAPATAN DAERAIIL 1.411.562.130.477,00 1.450.730.988.804,77 102,77
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAIL (PAD) 55.557.620.422,00 67.026.169.001 44 120,64
4.1.01 Pujial Dacrsh 13.601.928 870,00 11.704.5333.079.00 81,64
4.1.02 Retribusi | acrah 1.825.433.134.00 1.614.238 603,00 BY.43
4103 [Tasil Pengelalaan Kekavaan Dasrah vang 3.350.680. 716,00 3.794.954.058,39 113,26
Dipisahkan
4104 Lain-lain FAD yang Sah 367705777702, S0.512.443.191,05 13754
4.2 PENDAPATAN TRANSIER 1.351.504.510.055,00 1.379.247.811.050,33 102,05
4201 Fendapatan Lranster Pemerintah Pusat 12941335 218 g o L318.929.G76 619 00 1,92
4202 Pendapatan Transfer Antar Daerah STATL202.055,(n 65(0.318.134431 33 10495
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 4.500.000.000,00 4.457.008.753,00 9904
YANG SAH
4303 Lain-lain Fendapatan Sesuai dengan Ketentuan BRSO 4 457.008.753,00 9904
Feraturan Perundang-Undangan
3 BELANJA DAERAIT 1.575.404.487.502,00 1.354.397.553.445,54 8397
51 BELANJA OPERASI 1.083.200.586.857,00 949.275.124.192,54 87,04
5.1.M Bulanja Pegawil S60.408.046.868.00 A470.886.349 226,00 B3
5.1.02 Bulanja Barang dan lasa 467.805.193.175.00 430.317.069.854. 54 91.9¢
5104 Delanja Subsidi 6. 274.300.000,00 4 128 370.000,00 G310
slns Delanja Ilibah 37.167.715.843,00 35.GH.T25.00T 00 93,90
5.1.086 Belanja Bantwin Sosiil 11.545.332.971.00 B.208.61 009500 71.88
3.2 BELANJA MODAL, 163.978.259.104,00 134.670.133.753,00 82,13
32301 Lelanja Madal Tanah 2350000 000,00 0,00 1,00
5.2.02 Felamja Modul Peralatan dun Mesin 67.464.208.022.00 57.972.636.997.00 85.93
3203 Belanja Madal Gedung dan Bangunan 49 749,035 39,01 344121337500 G917
5.2.04 Buelanja Modal Jalan, Jarmgan, dan Ingas 431 87.478.686.00 41.324.973.425.00 25,69
2.05 Felanja Modil Asel T'ctap Laomnya 1.027.5337.000.00 QE3RTA56.00 9346
3. BELANJA TIDAK TERDUG A 58.798.333.541,00 1.024.987.500,00 1,74
5301 Lelanja Tidak Terduga 38.798.333.541 00 1.024.987.500,00 1.7
3.4 BELANJA TRANSFER 269.427.308.000,00 269.427.308.000,00 100
5.4.02 Bulanja Bantun Kewmgan 26R.427308.000.00 269.427. 308 000, 100
SURPLLSDETISIT (163.842.357.025,00) 96.333.435.35923 {58,80)
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PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang BerakhirTanggal 31 Desember 2022
{Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

6 PEMBIAYAAN DAERAH 163.842.357.025,00 154.984.253.565,91 94,59

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 163.842.357.025,00 154.984.253.565,91 94,59

6.1.07 Sisi Lebih Cerhitumgan Anggaran Tahun 163.842357.025.00 154.984.253.565.9 94,50
Sebelumnyva

6.2 PENGELUARAN PEMBTAYAAN 0 0 0

65.2.02 Fenyertaan Modal Daerah 0 Q 0
SISA LEBIII PEMBIAY AAN ANGCARAN 0 251.317.088.925,14 0

Secara umum alokasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil
(DBH) peruntukannya digunakan untuk mengatasi kesenjangan vertikal antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah. Dana Alokasi Umum (DAU) dirancang
menutupi celah fiskal dacrah (gap antara kapasitas dan kcbutuhan fiskal) yang
diharapkan daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah dapat melaksanakan
pembangunan di daerah dalam rangka desentralisasi. Sementara itu, Dana Alokasi
Khusus (DAK) dialokasikan kepada dacrah dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang mecrupakan urusan dacrah dan scsuai dengan
prioritas nasional seperti bidang Pendidikan, bidang Keschatan, bidang Infrastruktur.

Jumlah anggaran pendapatan transfer darl Pemerintah  Pusat  sebesar
Rp1.294.033.218.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.318.929.676.619.00 vang
terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp322.960.894.016,00, Dana Alokast Umum
Rp782.577.174.639,00, Dana Alokasi Khusus Fisik, Rp.42.781.897.867.00, Dana
Alokasi Khusus Non Fisik scbesar Rp48.689.475.097.00, Dana Inscntif Dacrah
(DID) scbesar Rp8.126.663.000,00, dan Dana Desa scbesar Rp113.793.572.000,00.

Sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Malinau, juga telah melaksanakan
program Pemerintah Pusat scsuai mandatory spending di dalam anggaran belanja
APBD TA 2022 scbesar Rpl.575.404.487.502,00 dengan porsi persentasc kewajiban
penganggaran vang dipersvaratkan vaitu 20% untuk anggaran Pendidikan sebesar
Rp326.732.318.896,00 atau 20,74%, lalu 10% anggaran Kesehatan sebesar
Rp218.850.855.776,00 atau 13,89%, kemudian 25% anggaran Infrastruktur sebesar
Rp227.718.226.000,00 atau 14,45%, scrta alokasi Dana Dcsa scbesar 10% dengan
anggaran Rp269.427.308.000,00 atau 17,10%. Kckurangan persentasce penganggaran
Bidang Infrastruktur discbabkan porsi anggaran yang Icbih pada Bidang Kcschatan
dan Alokasi Dana Desa.

Tabel 3.2 Rekapitulasi Data Program Penanganan Penurunan Prevalensi Stunting

Fengembangan Karier
Program Penpel claan Pendidik dan Tenags
Pengelolain Pendidikan Anak Lsia Kuependidikan pada S00.000.000,00 448,909,080 00) BO.78
Pendidikim 1 {PALI) Satwam Pendidikim
FAUD
Program Pengel alaan Pembiniaan
Pengelolain Pendicdikan Anik Lsia Kelembagaan dan 150.000.000,00 15000000000 100,00
Pendidikim i1 {PALIY hamajernen PALUID
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PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang BerakhirTanggal 31 Desember 2022
[ Jali disebutkan lain)

lam Rupiah penuh,

Eroptam Feneslokan Pongelolian | 2ung BOP
N o mgelolaan | un: . 5 o
Pengelalaan Pendidikan Anak T7sia E Af][b) 1691 007 000,00 1,626 280 000,00 9633
Pendidikim 11 {PAL LG B
1o g3 . o e
L rugram 2 Penyedinan Fasihius
Pemenuhan Tpava % 5
Kaschitan Pelayaman Keschatn Pengadian Obat
untuk UL dun UKL b T 2.75T068.338.00 1.536. 1 15.868,00 35,72
Perorangim | xm Viksm
e Iie-eh i Kuewmangan Dacrah
-RAYA SR KihapatenKota
Sasvariakal
Priogrs y .
TEy s Penvediaan Fasilitas
Pemenuhan T'paya dcliioumian ioschil
N ashatan Peliyaman Keschatim Fenpadaan Dahan
Peraransan dan untuk UKM dian UKP II1biS Fakai AR0228.342.00 1.335.500.662.00 98,23
| ‘;'w; I%::wuhfﬂ'm Kuwmangan Dacrah ¢ i
carihie KabupatenTota
Program . N
2 - fian Kasilits
d an Tpava : adaan Frasars
Pemenuhan Tpava N Fengadaan Frasarana
Kesehutan yonamhos iati dun Pendukung
untuk UKM diun LKP S 23541 2.000,00 7.121.123.695.00 98.42
Perorangin dan R : Fasilitas Pelayunun
Lpayi Keschitan S ialsall Dorl, Koeschatan
pay 3 Kb apatenKola "
Mdasyarakat
l;lgf‘::ﬁ:nn I Penvediaan [asilitas
K\;seh'm;l pay Pelavanan Kesehatan Fengadaan Sarana
o untuk LKA dun LK Fasilitus Pelays 331.115.000,00 32338200000 947.72
Perorangin dan g
1hava IZeseh'\ml Kewmangan Dacrah Kuschitan
-paya ¥ KithapateniKota
Masvarakul
];l:fl::ﬁL N Penyodinan Kasihits Pengadian Alat
g gl & Jpayi %
B dhuten Boy Pelavanan Kesehatan Kesehatan: Alat
SeETEE untuk LKA dan LKP PPenunjang Moedik 7.397.343.025,00) 6.013.977.895.00 9347
Perarangan dan i R il itis, Pelavin:
Tty Rischian K_L\vcnangdn Dacrah Fasilitus | clayinin
Masvarakat KabupatenTota Kesehatan (Dinkes)
Program - Penvediaan Tasilitas I‘mwlil"n:fraan' Ruun
Pemenuhan T'paya Seelivvaiian Lassibats dan Cerkala Alat
Kesshatan Peliayaman Keschatm Kesehatanialit N ’
untuk UKM dan UKP : : 17000000000 159.279.055,00 93,69
Perorangin dan ERE 2 Penunjang Moedik
Lpayi Kueschatan I\fe“ enangan Dasrah Fasilitus Pelay:
Mdasyarakat SRabipatendents Kesehatan
Froguany _ Penyedinan Fasihus
Pemenuhan Tpava Pelav Kesel
Keschilan clayatay, esciatin Pembingunan Fiasilitas .
Pl untuk UK dan TRE e ehiiot Lainav 1.366.677.377.00 1.243.971 230,00 aLn2
T'A ‘\V‘(l I%;sehf\tcm Kewmangan Dacrah 5 s
=Py & KithapateniKoLa
Masyarakat
l;l:f‘::ﬁ:nn syt Penvediaan [asilitas
K:seh*m;l Py Pelavanan Kesehatan Fembangunan Rumah
i iketh untuk UK dun LK | imiss “Teniga 390.587.266.00 200.686.420.00 s0,22
Perarangan dan Kew Daerah Keseh
Thava Kesehatan W enangan Lagra esehatan
- P KithapatenKota
Mg varakil
Program Penyedizan Layanan
Pemenuhan Tpava Keschatan untuk
Treusharat FiRa 1 Py i Haioas 1145.050.806.00 10,946,892 754,00 99,11
Perorangin dan Rugukin ‘Tmgkit Kuschitan Musyarikal
Tpava Kesehatan Daerah
Mdasyarakat KabupatenKota
Program yediaan Liayiunan
Pernemuhan Lpaya Kuschatan untuk
Kesehatan T'KM dan TKF Fengelolaan Felayanan TR y
- ! ] yan g 3057 0 $0.38
Perorangin dan Rugukin ‘Tmgkat Kuschitan Ibu Harml el LnEba TR bU,3b
Tpava Kesehatan Daerah
Masvarikil KithapatenKola
Program Penyedinan Layinan
Pemenuhan Tpava Keschatan untuk
Kischitan LKM dun LKP Pengelohan Pe Gl 2
A : = : 6. 735.000.00 O13.5300,00 .63
Perorangan dan Rujukin ‘Tmgkit Kuschatan Ibu Borsilin 12600 AR e 2000 2
Lpayi Keschatan 1Jacrah
Masvarakat KabupatenXota
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PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang BerakhirTanggal 31 Desember 2022
{Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Derencana (Kh)

Penduduk dan K1Y
Sesual Kearifan
Budaya Lokal

Program Penvediaan Lavanan
Pemenuhan Tpava Keschatan untuk B inlaan Belay
Kaschutan KM dun LKI? clpSipial L R ayahan = =
Perar o S Kesehatan Gizi 2.124.590.500.00 1.791.922.580,00 8434
erarangan dat Rujukan Tingkat Masvarakat
Tpava Kesehatan Daerah A
Masvarakat KabupatenKota
Program Penyoduan Layunan
Pemenuhan Tpava Keschatan untuk
Kaschitan KM dun LKI? Pengeleliam Pelayaman
& - 13 332 b ¥ vl <) 37
Perorangin dan Rugukin ‘Imgkat Promost Keschitan sieez LU s L 132
Lpayi Keschatan 1Jacrah
Masvarakat KabupatenXota
Program Penvediaan Layvanan
Pernonuhan Lpaya Kuschatan untuk
osohiL A o b dYohvane okt
Keschilan l,KlM dun ll,Kl | n'.l.i.\,anan Kuschitan 270081 600,00 260,548 955,00 76,76
Perarangan dan Rujukan Tingkat Lingkungan
Tpava Kesehatan Daerah
Misyarikil KithapatenKota
Peli csamaan Schit )
Program g Fenyelenggaraan
Pemberdiyaamn QM IPromosi Keschatan dan
SRy Promotit Preventit itk : 1060978 540,00 R33.GRA15000 78,58
Musvarakat Bidung | 7 (rerukan Hidup Bersih
S lngkit | Juerah
Kesehatan K'i.l:J]"'lLl.'n A dan Sehat
Adwvakasi,
Pemberdavaan, .
SeLAT - Poningleatan Upayi
Program Keritraan, A e
Pernberdiy: Peningkitim Peran Uromos !\L?L A, 2
: e Advakasi, Kemitraan 1. 199 832.600.00 G52.039.200,00 79.54
Masyvarakial Bidang | Serla Masyarakal dan din Demberdiyiam
- i . i T Y
Kesehatan Lintas Sektor Tingkat | ©, fait O
Daerah hasyiraloat
KabapatenKota
Perencanaan
o Kebutuhan dan
Erogtam Pendiyaguniam
Pembsidayaan Sumber Daya Manugia | emenuhan Kebuirhan 200462, 980.739.00 19,000, 807,66 7.00 6285
Susyarikal Bidiung o % SIPMK susua standar
Kissabiation Kuschatan untuk LK1
dan KM di wilavah
KisbhapatenK ols
Fenyediaan Riaya
Operasional bugi
Pelgcsamam Pengelola dan
Progratm Felaksana (Kader)
Pembangunan
Pemberdayaan Dan = z Ketahanan dan
: e Kuluarga melalw PR e y o -
Penigkistan : - Kusejahteraam Kelwiras 563.720.000.00 59.750.000.00 10,60
S Pembinaan Ketahanan ZIEER 2 =
Kelurgs Sejahters i i Fiian {BKB. BKR, BKI.,
s e EPPKS, PIK-R dan
ATES Femberdavaan
Lkonomi
Kelwrga/LPPKS)
Pl csamaan
Advokusi,
Program Komunikasi, ;
I’crfl:ina:m In‘ ﬁ)mmsi( dan Fddulasi .f\al.\-nk:m Prostem i
N S : KKEPK kepada 4. 37500000 00000000 9143
Keluarga (KICY Fengendalian Stokeholders
Beromeuni (Kb Penduduk diun KB : )
Sesual Kearifan
Budiya Lokal
Pelagsanaan
Advakasi,
Program Komunikasi,
Pernbimain Informast dan Edukast | Pugendiahiun Progriam
3 = D 000 Q0 Q0 2000000 .00 D00
Keluirgs (KIE) Pengondaliun KKEPK D000 12000 s
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PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang BerakhirTanggal 31 Desember 2022
{Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Pcliaksunaun

Kecukupan (ria

1okl

Iizlf'()zi“fm hMekanisme
* FOKHBT, . 3
Program Komunikasi Operasional Frogram
o : it : KKEPK melilu Rapat
i:‘::?:;an ?{ﬁ;{;ﬁ:\g:&gﬁ:ﬁaﬁ Koordingst Keeamitian 234,000,000, 00) 147.7100.000.00 60,30
005 % e {Rikoream), Rapat
Derencana (Kb} Penduduk dan K13 A Bennt “1_1." _“ :
Sisting Rinmtin Koordings Desa o
Wi el (Rakardes). dan Mini
R Lokakarya (Minilok)
Pelagsanaan
Advokisi,
Program Kemunikisi, Pengelolian
Pernbimain Infomuiest dan Edukast | Operasional diun Satana
X pas e 5 g B1.000.000, 00 52.310.000.00 64,58
Keluarga (KIE)Y Pengendalian di Balai Fenyuluh Ry e ?
Bermauna (Kb Penduduk dim KB KKEPK
Sesuai Kearifan
Budiva Lokal
Peli csanaan
Advakasi, o ;
Program Kemunikisi, IF:;:;I11::13E:'E§I1;(
Pernbiain Infommast dan Edulasi Sra : - N ) 95 g -
Keluargs (KIE) Pengendalian melalui media massa T.640.008, 00 659.683.600,00 98,63
clugrg; (KIE el et
Derencana (Kh) Penduduk dan KI¥ cetak dcanl{A.elTkltmm.k
Sesuai Kearifan sertu medin luar rumng
Budiva Lokal
Pelcsanam
Advakasi 5 g :
Program KLmunik:lsi Komunikasi Intormasi
5 2 S 2 dun Edulasi (K 1K)
ﬁf’ﬁ‘r‘g‘f‘" ?»?f:ml%;i:? Eﬂ‘:}f‘“‘ Frogram KKOPK 25 00,00, 24.750.000,06 9.0
eluiry: 2 Pengandali S
Beroneuna (Kh) Penduduk din KB TTLT] keanlinbudayd
e s DK
Sesuai Kearifan '
Budiva Lokal
Pemetaan Porkirasn
Pragram Pengendalian ey i
Pengendalia Penduduk Cakupan ety 1.893.000,00 - -
Penducdul 1Jiacrah Informesilseligias
KabupatenTota
5 Pengelelaan dan
it Pengembangan Sistem
Pengelolan 1 I’un;-:u{i'rcm g:'c\ir ’ Pembingunan SPAM
Pengemnbingzan T luringun Perpipaan di 11.697.625 400,00 11.535.274.869.00 98.61
" & Sinum (SPANM b i
Sistemn Penvediaan Pcrah SRS Kawasan Ferdesaan
R ducr:
1rvinam KabupatenKota
5 Pengel alaam dan
Program % ¥ 2 B
Perraisiiun T Sam Pengembangan Sistem | FembangunanPenyvedi
P\e‘nbeml;’lm n; Adr Limbah Domaestik aun Sub Sistam 5.0083.349 200,00 5.080.555.473.00 90,05
Sj.;tfm A;1 ]%;mlnh dalam Dacruh Pengalashan Setempat
? i KibhapateniKota
S Pelacsanaan Pemberdavaan
I":nTnL,k i Pencapaian Target Magvarakat dalam
LMKl | o Payrrera P e e AT
Diversitikasi Dan Khmplimeg ianganifiens | Tomgametaniemn 300.000.000,00 289.422.000,00 9647
Ketahanan Pangan Lapitiad ihun sesun Ix(m:sur_nm Pangan
S Risvarsias dengan Angha Burhusis Sumbor |y
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PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang BerakhirTanggal 31 Desember 2022
{Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Pemberdavaan
l.embiga
Kemasyarakatan yang
bergeral di bidamg

Program Pemberdavaan Desa
Pemberdayaan dan Letnbaga Adat Tasilitasi TF. PKK
Lembaga Tingkit | ucrah dilam penyelengaaram
Kemasyarakatan, KabupatenTota Serta Gerakan Pemberdavaan 88322600000 R37.5G8.300,00 97.10
< 3 Adal 1Jan Pemberdayian Masyurakat dan
Ausyvarakut Hukum | Masyarakat Hulum Kuscjahteraan Kelwirga
Adat Adat yang Masyvurikat
Pelacunya ITukum
Adat vang sama dalam
Dacrah Kibupaten!
Kot
Pemberdayuaan
l.embaga
Kemasyarakatan yang . .
st Fasilitusi penyediaun
beraeral di biding 3
S : : sarana prasarana
Program Pemberdayuan Desa
i3 2 kelembagaan lembaga
Pernberdivasm dan Lombuas Ada
4 T 28 kemasvarakatan
Lembaga Tingkat Dascrah e clurahin (R
Kemasyarakatan, Kabupatenota Serta Sy ity §ho 388419965000 3551511 800,00 .92
2 RW, FKK, Posvandu,
Lembaga Adat 1un Pemberdayuan s
5 ? LEM dan Karang
Sasvarakat Hukum “lasvarakat Hukum
: S s i Taruna), Lembaga Adat
Adat Adat vang Masyarakat A
o 2 1 esidK elurshan dan
Pelagunya ITukum RS 3
2 masyarakat hukumn adat
Adal vang sama dilam g
Derah Kibupatens
Kotz
Pemberdayiam
l.embuga
Kerrasyarakilim vang
bergerak di bidang Fasilitasi penataan,
Program Pemberdavaan Desa pemberdayaan dan
Pemberdayaan dan Lembaga Adat pendavagunaat
Lembaga Tingkat | Jucrah kelembagaun lembaga
Kemasyarakatan, KabupatenTota Serta kemasvarakatan 150,049 600,00 137171 600,00 9142
Lembaga Adat Dan | Pemberdavaan desadKelurahan (RT.
Mdasyarakat ITukum | Masyarakat [Iukum RW, PIKK. Posvandu,
Adal Adat vang Masvarakat [ 1PN din Karung
Pelg<unyi Hukwm “larunaj, Lumbuaga
Adal yang suma dilam
Daerah Kabupaten:
Kot
Pemberdavaan
Lembiga
Kemasyarakatan yang
bergerale di idamg
Program Pemberdavaan Desa
Pernberdiyaan dan Lumbaga Adal
Lembaga Tingkat Daerah Fagilitasi bulan bakti
Kemisyarakatan, KibapatenKola Serta anlong royong 1.000.0:00,08) 1,400,000 1000
Lembaga Adat Dan | Pemberdavaan masyarakat
Sasyarakial Hukum | Masyarakatl Hulum
Adal Adal vamg Masyuriakit
Pelis sy Hukum
Adat yamg suma dilam
1Jacrah Kibupaten!
Kotz
RbeohiGestm | RIS, | | ETDASIEmn 76.200.000.000,00 74.676.000.000,00 98,00
Dacrah) 1Jiurah) 1 uerih
Program penanganan penurunan prevalensi stunting secara keseluruhan telah

terlaksana dan memberi dampak positif di Kabupaten Malinau.
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3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan

Pencapaian pendapatan pada Tahun 2022 scbagian besar melcbihi dari target
anggaran vang ditetapkan khususnva PAD namun dapat terserap lebih dar vang
dianggarkan. Namun seiring berjalannyva waktu, kondisi perekonomian di Kabupaten
Malinau dapat scinng kebijakan Pemerntah Dacrah dalam mengurangi penycbaran
virus Covid-19 serta ditambah dengan program-program pendukung ekonomi
masyarakat sechingga kembali bergerak secara normal.

Untuk pendapatan dacrah mulai awal dapat berjalan scsuai target namun untuk
realisasi pajak daerah dan retribusi daerah di bawah anggaran sebab belum
optimalnyva SKPD terkait dalam memungut retribusi vang telah ditetapkan
anggarannya.

Sementara untuk serapan belanja daerah tidak mencapai target disebabkan beberapa
hal antara lain :

a. Pada Tahun 2022, pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau vang
seluruhnya beralih dar aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dagrah (SIMDA)
ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sesuai vang ditentukan
Kementerian Dalam Negeri sehingga penguasaan terhadap penggunaan aplikasi
terscbut vang tidak mudah dan cepat dari operator pelaksananyva;

b. Banvak kendala dalam menjalankan Aplikasi SIPD khususnya di penatausahaan
dan akuntansi pelaporan;

¢. Pada anggaran Bclanja Modal Tanah scbesar Rp2.400.000.000,00, olch Dinas
PUPR&KP tidak dapat dircalisasikan scbab rencana lokasi tanah untuk
pemakaman lokasi di wilayah Kecamatan Malinau Utara ternyata masih dalam
Kawasan Budidava Kehutanan (KBK) dan akan dianggarkan lagi bila telah
memiliki lokasi baru vang tidak bermasalah serta sesual ketentuan, sedangkan
di Bagian Umum Setkab Malinan sebesar Rp1350.000.000,00- tidak terealisasi
scbab keterlambatan pengurusan berkas balik nama surat tanah dan dianggarkan
kembali di Tahun 2023,
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam laporan keuangan ini, vang dimaksud dengan entitas pelaporan adalah
Pcmcerintah Kabupaten Malinau, dengan identitas scbagai berikut:

Nama Entitas Pelaporan :  Pemerintah Kabupaten Malinau

Alamat . J1. Pusat Pemerintahan No. 01 Telp. 0553-21049
Bupati : Wempi Wellem Mawa, SE., M.H.

Sekretaris Daerah . Dr. Emes Silvanus, S.P1., M.M.

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kabupaten Malinau meliputi seluruh unsur
entitas akuntansi vang membentuk dan melaksanakan pemerintahan daerah di
Kabupaten Malinau, entitas akuntansi tersebut terdiri dari:

a.

Sekretariat Dacrah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah kabupaten,
vang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah vang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah provinsi (DPRD) merupakan unsur
pclavanan terhadap DPRD, dipimpin olch scorang Sckretaris, yang bertanggung
jawab kepada Pimpinan DPRD dan sccara administratif dibina olch Sckretaris
Daerah.

Dinas Dacrah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin olch
scorang Kcepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalmi Sekretaris Daerah.

Lembaga Tcknis Dacrah adalah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu vang
dipimpin olch scorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalmi Sekretaris Daerah.

Kccamatan adalah mcrupakan perangkat dacrah Kabupaten vang mempunyai
wilavah kerja tertentu, dipimpin olch Camat, dan berada di bawah dan
bertangeung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pcnatausahaan kcuangan dan penyvusunan Laporan Kcuangan Pemcrintah Dacrah
Kabupaten Malinau dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau.

4.1.1

Struktur Organisasi

Sejak diberlakukannva Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau dibenkan kewenangan vang
mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik Tuar
negeri, pertahanan dan kcamanan, peradilan, moncter dan fiskal, agama scria
kewenangan lainnva vang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian
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